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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.(QS. An-Nisa’: 58)."

“ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta Timur:
Pustaka Al-Mubin, 2013), 87.
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ABSTRAK

Chiara Berlian Bara Suhendis, 2022: Penerapan Prinsip Good Governance
dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media pada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024.

Kata Kunci: Prinsip Good Governance, Pelayanan Publik, Media

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
tanggung jawab dari setiap lembaga pemerintahan agar dapat mewujudkan
harapan masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.
Dengan demikian diperlukan penerapan suatu sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab agar terbebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Fokus penelitian dalam hal ini adalah 1) Bagaimana penerapan prinsip
good governance dalam pelayanan publik menurut pandangan media pada
pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-20247. 2) Apa yang menjadi faktor
menghambat penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik
menurut pandangan media pada pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-
20242.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan penerapan
prinsip good governance dalam pelayanan publik menurut pandangan media pada
pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024. 2) Untuk mendeskripsikan
faktor yang menghambat penerapan prinsip good governance dalam pelayanan
publik menurut pandangan media pada pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode
2019-2024.

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada dua macam jenis penelitian yaitu
hukum normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif yang juga disebut dengan hukum doktrinal.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah 1) Penerapan prinsip good
governance dalam pelayanan publik menurut pandangan media pada pemerintah
Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 telah terpenuhi. Adapun prinsip yang
dimaksud adalah prinsip partisipasi masyarakat, visionary dan responsive. 2)
Faktor yang menghambat penerapan prinsip good governance dalam pelayanan
publik menurut pandangan media pada pemerintah Provinsi Jawa Timur periode
2019-2024 antara lain: faktor sumber daya manusia, faktor kesadaran perangkat
Daerah Provinsi Jawa Timur, faktor aturan dan faktor sarana pelayanan.
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PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintah yang baik (good governance) merupakan harapan bagi
setiap warga negara. Karena pemerintah yang baik akan memberikan nilai
positif bagi kelangsungan hidup tata kelola pemerintahan. Akan tetapi realita
yang terlihat pada saat ini tidak semua lembaga pemerintahan, khususnya
pemerintah daerah berjalan dengan lancar dalam proses menerapkan prinsip
good governance. Hal tersebut disebabkan karena kurang efektifnya
pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai
penyelenggara urusan publik.

Good governance memiliki pengertian yang lebih luas cakupannya, yakni
tidak hanya dalam pengertian pemerintahan negara, tetapi prinsip tata kelola
keorganisasian pada umumnya, termasuk organisasi bisnis dan bahkan
organisasi kemasyarakatan.? Semua bentuk organisasi dituntut untuk
menerapkan - prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang tercakup dalam
pengertian .~ good governance. . “Prinsip-prinsip.yang . biasa dipahami
terkandung dalam ide good governance itu mencakup (a) rule of law, (b)
profesionalisme, (c) efektifitas, (d) efisiensi, (e) transparansi, dan (f)
akuntabilitas.”

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat (72):

2 Wibowo, Memahami Good Goverment Governance Dan Good Corporate Governance
(‘Yogyakarta: YPAPI, 2004), 4.
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Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit,
bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul
amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan
dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat

zalim dan amat bodoh (Qs. Al-Ahzab ayat 72).2
Dalam upaya mewujudkan good governance, maka pemerintah harus
melakukan kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama tersebut dapat
dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dilingkungan
masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat
memiliki peran dan tugas masing-masing untuk mewujudkan good
governance tersebut. Pemerintah dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri
dalam mewujudkan good governance karena pemerintah memiliki peran
sebagai pengambil keputusan sedangkan masyarakat menjadi pendorong
keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kerjasama
yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan good

governace serta peningkatan kualitas pelayanan.*

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (good governance)
merupakan tanggung jawab dari setiap lembaga pemerintahan agar dapat
mewujudkan harapan masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa

dan negara. Dengan demikian diperlukan penerapan suatu sistem

penyelenggaraan pemerintahan yang dapat terlaksana dengan penuh tanggung

® Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 421.
* Sedarmayanti, Good Governace (Kepemimpinan Yang Baik) dan Good Corporate
Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) (Bandung: Mandar Maju, 2007), 11.



jawab agar terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini didukung
dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang memberikan kebebasan dalam mengelola
lembaganya sesuai dengan asas otonomi dengan harapan dapat mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai hal seperti
pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan yang tetap memperhatikan
prinsip-prinsip good governance.’

Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik sangat
penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dimana pemerintah sudah
membuat produk hukum tentang pelayanan publik agar dapat menjawab
semua harapan masyarakat serta masyarakat dapat menerima pelayanan tanpa
pilih kasih. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik pada pasal 1 ayat (1) yang memiliki pengertian sebagai
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.®

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa
Timur telah memaksimalkan inovasi pelayanan publik dengan memberikan
layanan yang optimal sehingga pelayanan publik yang disajikan bisa semakin
efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari

beberapa prestasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

® Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
® Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa timur dalam mengelola
pelayanan publik yang optimal.” Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga
melakukan percepatan respon yang dilaporkan oleh masyarakat dengan
sistem yang disebut CETAR (Cepat, Efektif dan efisien, Tanggap dan
Responsif).2 CETAR disini meliputi layanan terkait izin POM, izin sertifikasi
halal, kesehatan, pendidikan, penurunan kemiskinan, dan lainnya. Hal
tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur
dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kebutuhan dan
sebagai bentuk perwujudan dari aspirasi masyarakat Jawa Timur.

Program pelayanan publik merupakan salah satu dari sekian banyak
program gubernur Jawa Timur yaitu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa,
M.Si, dan Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc, beliau menjabat
sebagai Gubernur Jawa Timur ke-14 mulai periode 2019-2024. Pada saat
awal menjabat sampai saat ini banyak prestasi yang diraih oleh ibu Khofifah
selaku Gubernur Jawa Timur. Adapun prestasi yang diraihnya adalah
menerima penghargaan dari Kementerian Desa PDTT, kini Khofifah kembali
memborong prestasi dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam

ajang Penghargaan Organisasi Masyarakat (Ormas) Tahun 2019 yang

" Dewi, “Pelayanan Publik Jadi Prioritas Utama Pemprov Jatim-Pemkot Madiun Kompak
Sabet Penghargaan Kemenpan RB”, Dinas Komunikasi Dan Informatika Madiun, diakses 01
November 2021, https://madiunkota.go.id/2020/11/25/pelayanan-publik-jadi-prioritas-utama-
pemprov-jatim-pemkot-madiun-kompak-sabet-penghargaan-kemenpan-rb/

® Peni Widarti, “Khofifah Janji Jalankan Program Nawa Bhakti Dengan “CETAR””, bisnis,
diakses 01 November 2021, https://surabaya.bisnis.com/read/20190214/531/888963/khofifah-
janji-jalankan-program-nawa-bhakti-dengan-cetar
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diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Hotel Kartika Candra
Jakarta. Selain itu Pemprov Jatim meraih prestasi Kinerja tertinggi atas
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2019 atas
Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 dari
Kementerian Dalam Negeri. Dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar
Parawansa juga menerima dua penghargaan sekaligus dari Musium Rekor
Dunia Indonesia (MURI), yaitu untuk Nuzulul Quran 1441 H secara Daring
Pertama di Dunia dan Khotmil Quran Kubro secara Daring Terbanyak di
Dunia.’

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian semakin mendalam tentang good governance dan pelayanan publik
yang selanjutnya di angkat dengan judul “Penerapan Prinsip Good
Governance dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media pada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024”.

B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik
menurut pandangan media pada pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode
2019-2024?
2. Apa yang menjadi faktor menghambat penerapan prinsip good
governance dalam pelayanan publik menurut pandangan media pada

pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-20247.

® Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, “Gubernur Khofifah Peroleh Dua
Penghargaan Sekaligus dari MURI”, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur,
diakses pada 01 November 2021, https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-khofifah-
peroleh-dua-penghargaan-sekaligus-dari-muri
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju
dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada
masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.’® Adapun tujuan dari
penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip good governance dalam
pelayanan publik menurut pandangan media pada pemerintah Provinsi
Jawa Timur Periode 2019-2024.

2. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat penerapan prinsip good
governance dalam pelayanan publik menurut pandangan media pada
pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan ulasan yang berisi tentang konstribusi
apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat tersebut
berupa manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat praktis serta realistis.

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta
pengetahuan mengenai bagaimana pandangan media terhadap prinsip
good governance serta mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan serta
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan good
governance pada sistem pemerintahan khususnya di Provinsi Jawa

Timur.

1 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember
Press, 2019), 45.



2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan baik dalam hal pemahaman maupun penerapan
konsep dan teori yang digunakan sehingga dapat bermanfaat bagi
kehidupan baik individu maupun orang lain.
b. Bagi UIN KHAS Jember
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa
lain khususnya mahasiswa UIN KHAS Jember dan juga dapat
menambah kepustakaan khususnya dalam bidang karya tulis ilmiah
berupa skripsi di UIN KHAS Jember.
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun bahan
acuan peneliti selanjutnya untuk dikembangkan kembali baik dari
segi teori maupun hasil analisis.
E. Definisi Istilah
Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah yang perlu diberikan
penjelasan yaitu berupa istilah yang berhubungan dangan konsep-konsep
pokok yang terdapat dalam judul skripsi. Adapun istilah yang terdapat dalam
judul penelitian adalah sebagai berikut:
1. Good governance
Good governance adalah suatu proses yang mengorientasikan

pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata



pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan
kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya
pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam system
pemerintahan.™ Jadi good governance merupakan sistem tata kelola yang
baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas.
2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas
yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai
akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal
lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.*?
Jadi pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang
kepada orang lain dengan maksud membantu memecahkan permasalahan
yang dihadapinya.

3. Media

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk
menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak seperti media
online, media elektronik dan media cetak.*® Jadi media diartikan sebagai
suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses
penyajian informasi kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan

media cetak, elektronik dan online.

! Lijan P. Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 47.

2 Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model
Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 2.

'3 Hafied Cangara, Pengantar llmu Komunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 123.



4. Pemerintahan

Pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki
wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah
perbuatan atau urusan atau memerintah.** Jadi Pemerintahan bisa
diartikan sebagai organisasi atau wadah orang yang mempunyai
kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan
kesejahteraan rakyat dan negara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global isi
dari bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih
memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya
akan dipaparkan dari satu bab hingga bab akhir.

Bab I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: latar
belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah,
serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam
penelitian sehingga bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai
pembahasan dalam penelitian.

Bab I1: dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian
teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian sejenis
yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan
persamaan yang ada. Demikian juga, dalam bab ini juga akan dipaparkan

kajian teori yang relevan.

' Bayu Surya Ningrat, Mengenal llmu Pemerintahan (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 11.
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Bab Ill: memuat tentang metode penelitian. Pada metode penelitian
menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.
Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-
anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi
dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka
berpikir.

Bab IV: berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan
masalah, dan pemecahan masalah. Berisi mengenai analisis dan hasil
penelitian. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh
dan terkumpukan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang
kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis
dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu
gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan akan dapat membantu

meberikan saran-saran konstrukstif yang terkait dengan penelitian ini.



BAB Il

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu reverensi yang dapat

dijadikan acuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya.

Pada tahapan ini berupakan ringkasan dari beberapa penelitian yang sudah

ada sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber penelitian yang sudah

ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi

adalah sebagai berikut:

1.

I Made Artana, 2014 “Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance
Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT
Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung”, Skripsi,
Universitas Warmadewa Denpasar.

Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kualitatif untuk
menguraikan data berdasarkan fakta, data dan informasi sedangkan
kuantitatif untuk menguraikan data melalui statistik. Sehingga rumusan
masalah yang di angkat yaitu bagaimanakah impelementasi prinsip-
prinsip good governance dalam meningkatkan kepuasan pelayanan
publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten

Badung?.®

> 1 Made Artana, “Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan
Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten
Badung” (Skripsi, Universitas Warmadewa Denpasar, 2014), 19.

11
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Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan
penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki
kesamaan dalam good governance dan pelayanan publik. Sedangkan
perbedaannya terletak pada metode penelitiannya vyaitu kualitatif,
kuantitatif dan pustaka.

2. Yulian Prabowo, 2017 “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan
Prinsip-Prinsip Good governance terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur
Sipil Negara (Studi di Kelyrahan Way Dadi Baru)”, Skripsi, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun
rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan
prinsip-prinsip Good governance di Kelurahan Way Dadi baru? 2) Apa
saja tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip- prinsip Good
governance di Kelurahan Way Dadi Baru? 3) Bagaimana tinjauan hukum
Islam dalam penerapan prinsip- prinsip Good governance di Kelurahan
Way Dadi Baru?*®

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan
penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki
kesamaan dalam good governance. Sedangkan perbedaannya terletak
pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dan pustaka.

3. A. Muh. Ikhsan W R, 2017 “Penerapan Prinsip-prinsip Good
Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse,

Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)”, Skripsi, Universitas

® Yulian Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Governance terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelyrahan Way
Dadi Baru) (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 14.
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Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi lapangan. Rumusan
masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kepastian hukum,
dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan
Donri-donri  Kabupaten Soppeng? 2. Apakah faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip
transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri
Kabupaten Soppeng?*’

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan
penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki
kesamaan dalam good governance. Sedangkan perbedaannya terletak
pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dan pustaka.

4. Andi Baso Mappaoddang, 2021 “Penerapan Prinsip-prinsip Good
Governance di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”,
Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun
rumusan masalahnya  yaitu 1) Bagaimana penerapan . prinsip
Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam
meningkatkan pelayanan Publik di Kantor Kecamatan = Marioriwawo
Kabupaten Soppeng? 2) Faktor apa yang menjadi kendala penerapan
prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat good

governance dalam meningkatkan pelayanan Publik di Kantor Kecamatan

" A. Muh. Ikhsan W R, “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan
Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)” (Skripsi,
Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 39.
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Marioriwawo Kabupaten Soppeng?*®

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan
penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki
kesamaan dalam good governance dan pelayanan publik. Sedangkan
perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dan
pustaka.

5. Wildansyah, 2022 “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance
terhadap Pelayanan Publik di Kantor Camat Plampang Kabupaten
Sumbawa”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun
rumusan masalah dari skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan prinsip-
prinsip good governance Yyang dijalankan di Kantor Kecamatan
Pelampang Kabupaten Sumbawa? 2) Faktor apa saja yang menghambat
terselenggaranya prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik
di Kantor Kecamatan Pelampang Kabupaten Sumbawa?*

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan
penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki
kesamaan dalam good governance dan pelayanan publik. Sedangkan
perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dan

pustaka.

8 Andi Baso Mappaoddang, “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di Kantor
Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar,
2021), 36.

19 Wildansyah, “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Pelayanan Publik di
Kantor Camat Plampang Kabupaten Sumbawa” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram,
2022), 34.
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Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No Nama Persamaan Perbedaan
| Made Artana, Pokok pembahasannya Penelitian
“Implementasi Prinsip- yaitu good governance sebelumnya

prinsip Good Governance
Dalam Meningkatkan

dan pelayanan publik.

menggunakan metode
kuantitatif sedangkan

1. |Kepuasan Pelayanan penelitian ini
Publik Pada Kantor UPT menggunakan studi
Dinas Pendapatan Provinsi pustaka.

Bali di Kabupaten

Badung” 2014.

Yulian Prabowo, Pokok pembahasannya Penelitian

“Tinjauan Hukum Islam | yaitu good governance sebelumnya

dalam Penerapan Prinsip- menggunakan metode
Prinsip Good Governance kualitatif sedangkan

2. [terhadap Efektivitas penelitian ini
Kinerja Aparatur Sipil menggunakan studi
Negara (Studi di pustaka.

Kelyrahan Way Dadi

Baru), 2017.

A. Muh. Ikhsan W R, Pokok pembahasannya Penelitian

“Penerapan Prinsip-prinsip | yaitu good governance sebelumnya

Good Governance Dalam menggunakan metode,
3 Pelaksanaan Pemerintahan kualitatif sedangkan

" |Desa (Studi Desa Pesse, penelitian ini

Kecamatan Donri-Donri, menggunakan studi

Kabupaten Soppeng)” pustaka.

2017.

Andi Baso Mappaoddang, | Pokok pembahasannya Penelitian

“Penerapan Prinsip-prinsip | yaitu good governance sebelumnya

Good Governance di menggunakan

4. |Kantor Kecamatan metode kualitatif
Marioriwawo Kabupaten sedangkan penelitian
Soppeng” 2021. ini menggunakan

studi pustaka.
Wildansyah, “Analisis Pokok pembahasannya Penelitian
Penerapan Prinsip Good yaitu good governance sebelumnya
Governance terhadap dan pelayanan publik. menggunakan
5. [Pelayanan Publik di Kantor metode kualitatif

Camat Plampang
Kabupaten Sumbawa”

2022.

sedangkan penelitian
ini menggunakan
studi pustaka.
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa persamaan
dan perbedaan di antara keduanya terletak pada beberapa hal seperti
persamaan pada pokok pembahasannya sedangkan perbedaanya pada metode
penelitian yang digunakan.

B. Kajian Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan
a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan
sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah
memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari
dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat
universal dan sistematis serta spesifik (khas).?

Pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki
wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah
adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.?

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah
sebagai berikut:

1) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh 2 pihak yaitu
yang memerintah dan yang diperintah.

2) Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan
memerintah.

3) Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan

2% |nu Kencana Syafi’ie, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 8.
21 Bayu Surya Ningrat, Mengenal llmu Pemerintahan (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 11.



17

dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses
pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi
setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga
setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada
saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.?
Pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan
bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati
atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah
aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional,
maupun tugas dan kewenangan.?

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga
suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa
menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada
hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan
kreatifitasnya demi kemajuan bersama.?*

b. Tugas Pemerintahan

Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur

masyarakat. Tugas pelayanan lebih  menekankan upaya

mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik,

22 Talizidhuhu Ndraha, llmu Pemerintahan Baru (Jakarta: Rineka Cipta), 2003), 6.

23 Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan (Jakarta: Kelapa Gading Permai, 2007),
24,

** Riyaas Rasyid, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan
(Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia, 2002), 14-16.
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mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan
memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur
lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi
jabatan birokrasi.?

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas
menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu:

1) Pelayanan (Service).
2) Pemberdayaan (Empowerment).
3) Pembangunan (Development).

Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat,
pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Karena begitu luas dan kompleksnya tugas pemerintahan yang
bekerja dalam suatu kawasan negara yang luas, maka sesuai dengan
Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945 dan Bab Il tentang
Pembagian Wilayah Negara Pasal 2 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan
Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.
Pembentukan wilayah yang dibagi ke dalam daerah besar dan kecil
tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan dan pembentukannya terstruktur dari  pusat

% Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), 71.
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(Pemerintah) sampai ke daerah (Pemerintah Daerah), yang keduanya
tidak dapat dipisahkan atau lepas hubungannya antara satu dengan
yang lain, sehingga dapat menampung aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat dan bertanggung jawab pula kepada
masyarakatnya. Namun demikian walaupun bersifat utuh, menurut
Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, daerah-daerah sebagaimana dimaksud itu
yang masing-masing berdiri sendiri, tidak mempunyai hubungan
hirarki antara satu sama lainnya dan bersifat otonom.

Dengan pembentukan pemerintahan yang terstruktur dari pusat
sampai ke daerah, akan membuat pemerintah semakin dekat dengan
rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas
seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena
pemerintah pada hakikatnya dibentuk bukan untuk melayani dirinya
sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah harus
didekatkan kepada masyarakat, karena pemerintah yang baik adalah
yang dekat dengan rakyatnya. Pemerintahan perlu didekatkan kepada
masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin baik. Hal
tersebut didasarkan bahwa pada hakikatnya suatu pemerintahan itu

memikul amanah dan kepercayaan masyarakat.?®

%6 Riyaas Rasyid, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru (Jakarta: Yarsif
Watampone, 1997), 99.
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c. Fungsi Pemerintahan

Empat fungsi pokok pemerintah, yaitu:

1) Memelihara ketertiban dan ketenangan (maintenance of peace
and order).

2) Pertahanan dan keamanan.

3) Diplomatik.

4) Perpajakan.

Dan ada dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi dua,
yaitu:*’

1) Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan
berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah.
Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat
fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai
provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa
hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.

2) Fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan
tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya
yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder
pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider
kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa
yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah
dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana

dan prasarana.

" Taliziduhu Ndraha, llmu Pemerintahan Jilid | (Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan
Kerjasama 11P-UNPAD, 2000), 78.
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d. Kewenangan Pemerintahan

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan asas legalitas,
Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat
warga Negara harus didasarkan pada Undang-undang. Asas legalitas
ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada
pemerintahan berdasarkan Undang-undang. Dengan kata lain, setiap
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki
legimitasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah
berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian
substansi dari asas legalitas adalah wewenang.?®

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan asas
legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang
mengikat warga Negara harus didasarkan pada Undang-undang.
Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang
menekankan pada pemerintahan berdasarkan Undang-undang.
Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan
pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang
dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah
wewenang.?

Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan

tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan

%% S.F Marbundan Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta:
Liberty,1987), 5.
%% Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara ('Yogyakarta: Ull Press, 2001), 4-5.
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yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaaan wewenang-
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam
hubungan hukum. Secara yuridis pengertian wewenang adalah
kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publikatau
kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk
melakukan hubungan-hubungan hukum.
e. Konsep Manajemen Pemerintahan
Manajemen Pemerintahan merupakan kuantitas dan kualitas
pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi.

Dalam sektor publik, khususnya sektor pemerintahan, kinerja dapat

diartikan sebagai suatu prestasi yang ingin dicapai oleh pegawai

pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
dalam suatu periode. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan
untuk memenuhi tiga maksud yaitu:*

1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu
perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan
sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik
dalam memberikan pelayanan publik.

2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian
sumber daya dan pembuat keputusan.

3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan

%0 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: ANDI, 2004), 121.
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pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi
kelembagaan.

Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik maka
Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi antara
Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan
terkait. Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan Umum Tentang Good Governance
a. Pengertian Good Governance

Governance diartikan sebagai “the way state power us used in
managing economis and sosial resources for development society”.*!
Governance merupakan caya yang bagaimana kekuasaan negara
digunakan untuk mengelolah sumberdaya- suumberdaya ekonomi dan
sosial guna pembangunan masyarakat.*> Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 101 tahun 2000 menyatakan bahwa governance adalah
kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip
profesionalisme, akutabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi,
efisien, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh

masyarakat.

%1 Abdul Manaf, Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik (Jakarta: Direktorat
Pedidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Biodang Pencegahan, Komisi
Pemberantasan Korupsi, 2017) ,5

%2 Manaf, Modul Materi Good Governance, 5.



24

Secara konseptual good governance memiliki  dua
pandangan arti yaitu  yang pertama adalah nilai  yang
mengedepankan  keinginan dan kehendak masyarakat dan nilai yang
dapat meningkatkan kemampuan mesyarakat untuk mencapai tujuan
nasioanal, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, keadilan sisial
dan kesejahteraan bersama. Arti kedua adalah arti dalam hal fugsional
yaitu fungsi dari pemerintahan itu sendiri untuk menjalankan tugas secara
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu negara untuk
kepentingan bersama. Terdapat 9 prinsip dalam menerapkan good
governance.®

b. Ciri-ciri Good Governance

Dalam dokumen kebijakan united nation development program
(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

1) Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab,
efektif dan adil.

2) Menjamin adanya supremasi hukum.

3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi
didasarkan pada konsesus masyarakat.

4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan
lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi

sumber daya pembangunan.

3 Manaf, Modul Materi Good Governance, 6.
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Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara
komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki
berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh
stakeholder.®
c. Tujuan Good Governance

1) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

2) Aktivitas pemerintahan dijaga dengan baik.

3) Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat.
4) Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.

Penerapan pelaksanaan prinsip good governance secara
optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada,
dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait.
Serta tujuan good governance adalah penerapan sistem tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) yang diharapkan dapat
meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang
dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.

d. Manfaat Good Governance

Penerapan good governance memiliki peran yang besar dan
manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan
daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum. Dengan
melaksanakan good governance ada beberapa manfaat yang akan

diperoleh, antara lain yaitu:

 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance (Bandung: Yayasan Obor
Indonesia, 2003), 1-2.
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Meminimalkan agency cost

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian
wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena
pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk
kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.
Meningkatkan kinerja pemerintahan

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam
kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati
masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan
berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
Memperbaiki citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang
sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah
dimata masyarakat dan lingkungannya.

Manfaat dari penerapan good governance tentunya sangat

berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat good governance

ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang

dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini.

Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata

masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah

dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi

permasalahan yang ada dalam pemerintah.
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Asas Dan Prinsip Good Governance
Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
perlu menetapkan pijakan ataupun dasar bagi gerak langkah mereka
dalam melakukan kegiatan pemerintahan, dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik terdapat asas-asas umum penyelangaraan
pemerintahanyang baik, hal ini menjadi suatu dasar bagi
penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat ataupun
pemerintah daerah.
Terdapat 13 asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good
governance) yaitu:
1) Asas kepastian hukum (Principle Of Legal Security).
2) Asas keseimbangan (Principle Of Equilibrium).
3) Asas kesamaan (Principle Of Equality).
4) Asas bertindak cermat (Principle Of Acting Carefulless).
5) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (Principle Of
Motivation).
6) Asas jangan mencampur adukkan kewenangan (Principle Of
Non Misuse Of Competence).
7) Asas permainan yang layak (Principle Of Fairplay).
8) Asas keadilan atau kewajaran (Principle Of Reasonableness Or
Prohibition Of Arbitrariness).
9) Asas menanggapi pengaharapan yang wajar (Principle Of

Meeting Raised Expectation).
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10) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
(Principle Of Undoig The Consequences Of Annulled Decision).

11) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi
(Principle Of Protecting The Personal Way Of Life).

12) Asas kebijaksanaan (sapientia); dan Asas penyelenggaraan
kepentingan umum (Principle Of Public Service).

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman
atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini
akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya
mewujudkan pemerintahan yang baik. Prinsip adalah suatu
pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual
yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman
untuk berpikir atau bertindak.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
merumuskan sekurang-kurangnya terdapat 14 nilai yang menjadi
prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu:®
1) Wawasan Ke Depan (Visionary)

Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik
dan pembangunan di berbagai bidang seharusnya didasarkan visi
dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat

sasaran. Lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah perlu

% Novita Sari, Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi PAGN Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat (Jakarta: Pusdatin, 2021), 13.
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memiliki rencana strategis sesuai dengan bidang tugas masing-
masing sebagai pegangan dan arah pemerintahan di masa
mendatang.

Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency)

Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan
kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses
penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui
sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata kepemerintahan
berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan
pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus
diketahui publik.

Partisipasi Masyarakat (Participation)

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif
masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasimasyarakat
mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih
mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya,
masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang
disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam
memecahkan masalahyang dihadapi, dan sebagainya.

Tanggung Gugat (Accountability)
Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar

yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian
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penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi
publik yang bersangkutan. Pada dasarnya, setiap pengambilan
kebijakan publik akan memiliki dampak tertentu pada
sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang
menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak
langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus
dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang
diambilnya kepada publik.

Supremasi Hukum (Rule of Law)

Dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan
pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum, seperti
yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan dalam bentuk KKN, serta pelanggaran hak asasi
manusia (HAM). Dalam hal ini, siapa saja yang melanggarnya
harus diproses dan ditindak secara hukum atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud
nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-
lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan
pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan
kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Tidak
diterapkannya prinsip supremasi hukum akan menimbulkan

ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
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Demokrasi (Democracy)

Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat
dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Dalam
demokrasi, rakyat dapat secara aktif menyuarakan aspirasinya.
Apabila  prinsip  demokrasi  tidak  diterapkan  dalam
penyelenggaraan pemerintahan, rakyat akan mempunyai rasa
memiliki yang rendah atas berbagai kebijakan publik yang
dihasilkan.

Profesionalisme dan  Kompetensi  (Profesionalism and
Competency)

Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan
dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan
kemampuan tertentu. Oleh karenanya dibutuhkan upaya untuk
menempatkan aparat secara tepat, dengan memperhatikan
kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi atau
kemampuan.

Daya Tanggap (Responsiveness)

Dalam ~ kehidupan  sehari-hari, = masyarakat atau
sekelompok masyarakat tertentu menghadapi berbagai masalah
dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi.
Dalam situasi seperti ini, aparatur pemerintahan tidak
sepantasnya memiliki sikap “masa bodoh”, tetapi harus cepat

tanggap dengan mengambil prakarsa untuk menyelesaikan
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masalah-masalah tersebut. Aparat juga harus mengakomodasi
aspirasi masyarakat sekaligus menindak lanjutinya dalam bentuk
peraturan/kebijakan, kegiatan, proyek atau program.

Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)

Agar dapat meningkatkan Kinerjanya, tata
kepemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat.
Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat maupun daerah dari
waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang
ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan
perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan
secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan fungsi yang
lebih tepat.

Desentralisasi (Decentralization)

Wujud nyata dari prinsip desentralisasi dalam tata
kepemerintahan adalah pendelegasian urusan pemerintahan
disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat
yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan
menyelesaikan  masalah yang dihadapi.Penerapan prinsip
desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan
sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas,
serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat
pada tataran yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat

proses pengambilan keputusan.
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Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
(Private Sector and Civil Society Partnership)

Masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan
melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara
pemerintah dengan dunia usaha swasta, pemerintah dengan
masyarakat, dan antara dunia usaha swasta dengan masyarakat.
Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang riil (demand
driven).Sektor swasta seringkali sulit tumbuh karena mengalami
hambatan birokratis (red tape)seperti sulitnya memperoleh
berbagai bentuk izin dan kemudahan-kemudahan lainnya.
Hambatan birokratis seperti ini harus segera diakhiri antara lain
dengan pembentukan pelayanan satu atap, pelayanan terpadu,
dan sebagainya.

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to
Reduce Inequality)

Hal penting untuk diperhatikan adalah kesenjangan dapat
memicu konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat
menyebabkan disintegrasi bangsa. Upaya yang dilakukan untuk
mengurangi berbagai kesenjangan tersebut merupakan wujud
nyata prinsip komitmen pada pengurangan kesenjangan. Tanpa
adanya komitmen untuk mengurangi kesenjangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan berbagai

ketimpangan. Komitmen tersebut tentu dalam arti tidak sebatas
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wacana atau lisan, tetapi benar-benar dapat dibuktikan dengan
kegiatan yang nyata dan akuntabel.

Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment
to Environmental Protection)

Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak
lingkungan secara konsisten, penegakan hukum lingkungan
secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali
dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam
secara lestari merupakan contoh untuk mewujudkan prinsip
komitmen pada lingkungan. Tanpa adanya komitmen untuk
menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, pemanfaatan
sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan tidak akan berkelanjutan.

Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market).

Pengalaman kebijakan yang tidak berkomitmen pada
pasar telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah
dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga
akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak
pasar. ~ Bantuan  pemerintah ~ untuk  mengembangkan
perekonomian masyarakat seringkali tidak diikuti oleh
pembangunan atau pemantapan mekanisme pasar. Upaya
pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar, baik di

dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh wujud
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nyata penerapan prinsip komitmenpada pasar yang
fair.Pengembangan perekonomian masyarakat tanpa didukung
oleh kebijakan publik yang tidak mencerminkan komitmen pada

pasar akan menyebabkan rendahnya daya saing perekonomian.

3. Tinjauan Umum Media

Pengertian Media

Media dapat diartikan sebagai segala bentuk media atau sarana
komunikasi untuk menyalurkan dan mempublikasikan berita kepada
publik atau masyarakat. Bentuk media atau sarana jurnalistik yang
kini dikenal terdiri atas media cetak, media elektronik, dan media
online. Media massa dalam konteks jurnalistik pada dasarnya harus
dibatasi pada ketiga jenis media tersebut sehingga dapat dibedakan
dengan bentuk media komunikasi yang bersifat massal, tetapi tidak
memiliki kaitan dengan aktivitas jurnalistik.®

Dalam dunia jurnalistik, media dikategorikan ke dalam tiga
jenis berikut:

1) Media cetak, yang terdiri atas surat kabar harian, surat
kabarmingguan, tabloid, majalah, buletin/ jurnal, dan
sebagainya.

2) Media elektronik, yang terdiri atas radio dan televisi.

3) Media online, yaitu media internet, seperti website, blog, dan

lain sebagainya.®’

% Hafied Cangara, Pengantar llmu Komunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 123.
%7 Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, 124.
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b. Ciri-ciri Media

Hal yang patut dipahami bahwa hampir seluruh aktivitas
kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan media.
Tiada hari tanpa berita. Secara subtansial, media dapat dibedakan
berdasarkan proses pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan
penyebaran berita yang dilakukan. Ada beberapa ciri yang
menentukan perbedaan antara media cetak, media elektronik, dan
media online, antara lain terletak pada:

1) Filosofi penyajian berita.

2) Positioning masing-masing jenis media.

3) Teknis pengelolaan.

4) Target audiens (pembaca/ pendengar/ pemirsa).

Mengacu pada ciri perbedaan itu pula, pada akhirnya akan
menentukan proses kerja tim redaksi, periode penerbitan, kecepatan
penyajian berita, dan kedalaman informasi yang dipublikasikan.

c. Karakteristik Media

Suatu  media dikatakan sebagai media mempunyai
karakteristik, berikut karakteristik media:

1) Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri
dari banyak orang, yakni dari mulai dari pengumpulan,
pengelolaan sampai pada penyajian informasi.

2) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima.
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Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan

waktu dan tertunda.

3) Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu

dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas

dan simultan, di mana informasi yang disampaikan akan

diterima oleh orang banyak pada saat yang sama.

4) Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja

dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku

bangsa.

Fungsi Media

1) Surveillance (Pengawasan)

a)

b)

Warning Before Surveillance (Pengawasan dan Peringatan)
Fungsi yang terjadi ketika media menginformasikan tentang
sesuatu yang berupa ancaman, seperti bahaya tsunami,
banjir, gempa, kenaikan harga, dan lain lain.

Instrumental  surveillance  (pengawasan instrumental)
Penyebaran atau penyampaian informasi yang memiliki
kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan
sehari-hari. Seperti resep masakan, produk-produk baru, dan

lain-lain.

2) Interpretation (Penafsiran)

Media tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga

memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting,
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Contoh: Tajuk rencana (Editorial) berisi komentar dan opini
dilengkapi perspektif terhadap berita yang disajikan di halaman
lain.

3) Linkage (Pertalian)

Media dapat menyatukan anggota masyarakat yang
beragam, sehingga membentuk lingkage (pertalian) berdasarkan
kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

4) Transmission Of Values (Penyebaran Nilai-Nilai)

Fungsi sosialisasi: Cara dimana individu mengadopsi

perilaku dan nilai kelompok.
5) Entertainment (Hiburan)

Banyak dijumpai pada media televisi dan radio. Surat
kabar pula merupakan sebuah penyampain yang strategis dalam
pemberitaan serta pembangunan opini publik. Karena surat
kabar merupakan sarana yang cukup efektif dalam usaha untuk
dapat mencerdaskan masyarakat.*®

e. Efek Media
Media mempunyai efek yang berkaitan dengan perubahan
sikap, perasaan dan prilaku komunikasinya. Dari pernyataan tersebut
dapat dijelaskan bahwa media massa mempunyai efek kognitif, efek

efektif dan efek konatif/behavioral.

175.

%8 Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail (Jakarta: Salemba Humanika, 2011),
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1) Efek Kognitif
Adalah akibat yang ditimbulkan pada diri komunikan
yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini
akan dibahas tentang bagaimana media dapat membantu
khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan
mengembangkan keterampilan kognitifnya.
2) Efek Efektif
Tujuan dari media bukan sekedar memberi khalayak
tentang sesuatu tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat
turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira dan
sebagainya. Media agar dapat membuat suasana atau menarik
emosional khalayak dalam menyampaikan pesannya.
3) Efektif Konatif/Behavioral
Merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam
bentuk prilaku, tindakan, atau kegiatan. Banyak sekali khalayak
yang terpengaruh oleh pesan media yang disampaikannya,
seperti masyarakat pedesaan yang takut datang ke Ibu Kota
Jakarta, karena mereka menganggap di Jakarta itu sering terjadi
konflik, ini diakibatkan karena yang disajikan oleh media berita

yang berunsur kekerasan.*

% Elvinaro Ardiano, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar (Bandung: Simbiosa Rekatama
Media, 2007), 50-57.
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Kebijakan Redaksional Pemberitaan Dalam Media
Kebijakan redaksi merupakan dasar pertimbangan suatu
lembaga media untuk memberitakan atau menyiarkan suatu berita.

Kebijakan redaksi juga merupakan sikap redaksi suatu lembaga

media, terutama media cetak, terhadap masalah aktual yang sedang

berkembang, yang biasanya dituangkan dalam bentuk tajuk
rencana.”

Secara garis besar keredaksian dibagi menjadi empat jenjang,
yaitu:

1) Pemimpin redaksi yang bertanggung jawab pada kebijakan isi
media.

2) Redaktur pelaksana yang dibebani tanggung jawab pelaksanaan
keredaksian sehari-hari, seperti mengatur isi berita para
wartawan atau reporter.

3) Editor atau redaktur, yang bertugas menyunting naskah dan
halaman.

4) Wartawan atau reporter, yang mencari dan yang membuat
berita.

Dalam perusahaan media massa, bagian redaksional
merupakan bagian yang menangani masalah pemberitaan. Bagian
redaksional dipimpin oleh seorang pemimpin redaksi yang

bertanggung jawab atas semua hal yang terkait dengan proses

“% Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru (Ciputat: Kalam Indonesia, 2005), 150.
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pencarian dan pelaporan berita. Oleh sebab itulah, jajaran
redaksional sebuah media disibukkan oleh proses rapat redaksi yang
menentukan perustiwa apa yang akan diangkat, dan peristiwa mana
yang akan ditangguhkan.*

Dasar pertimbangan suatu lembaga media massa untuk
menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu peristiwa pertama-tama
ditentukan oleh sifat media massa yang bersangkutan. Media massa
ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Media yang
bersifat khusus, misalnya media massa ekonomi, hanya menyiarkan
berita ekonomi dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi,
media massa politik hanya menyiarkan berita politik dan hal-hal
yang berkaitan dengan masalah politik dan sebagainya.

Sedangkan media massa yang bersifat umum pada dasarnya
memiliki prinsip yaitu menyiarkan setiap peristiwa yang menarik
dan penting. Karena peristiwa yang menarik itu banyak, maka belum
tentu bisa menyiarkan semuanya sehingga harus ditentukan dasar
pertimbangannya uuntuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu
peristiwa.

4. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik
a. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan proses pemberian pelayanan

kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang

“1 Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005),
188.
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diinginkan. Dalam proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ada. Pelayanan dalam kamus besar bahasa Indonesia
dijelaskan bahwa pelayanan merupakan sebuah kegiatan yang
ditawarkan kepada orang lain yang membutuhkan pelayanan dan
bersifat tidak terlihat, tidak terikat dan tidak dapat dimiliki.*
Pengertian lain dari pelayanan adalah sesuatu yang sulit dijelaskan.*?
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pelayanan publik adalah sebuah tindakan yang diberikan kepada
orang lain dalam bentuk memenuhi keinginan yang bersifat tidak
terlihat tapi dapat dirasakan.
b. Konsep Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan dapat diketahui melalui penilaian atau
perbandingan persepsi para pelanggan atas pelayanan yang diterima
dengan pelayanan yang diinginkannya. Kualitas pelayanan yang baik
dapat diketahui apabila jasa yang diterima sudah sesuai dengan apa
yang diharapkan.** Menurut Nasution kualitas pelayanan diartikan
sebagai upaya memenuhi keinginan masyarakat dengan tujuan untuk
mengimbangi kebutuhan masyarakat.” Dari beberapa penjelasan di
atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah

perasaan nyaman, puas dan senang sesuai dengan yang dirasakan

“2 Daryanto dan Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Gava Media,
2014), 107.

“3 Denis Walker, Mendahulukan Kepuasan Pelanggan (Tangerang Selatan: Binarupa Aksara,
2011), 21.

* Philip Kotler dan KL Keller, Manajemen Pemasaran: Edisi Bahasa Indonesia (Jakarta: PT
Indeks, 2007), 220.

> M. Nasution, Manajemen Jasa Terpadu (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 47.
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oleh seseorang yang menerima pelayanan dan sesuai dengan
keinginannya.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka
pelayanan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku,
prinsip dan konsepnya. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan yang
diberikan dapat memenuhi keinginan para pelanggan. Adapun
konsep kualitas pelayanan tersebut terdiri dari lima hal, antara lain:
1) Tangible
Bukti nyata, yaitu kemampuan memberikan situasi dalam
bentuk nyata dan menampakkan eksistensinya.

2) Responsif
Daya tanggap yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan
secara cepat dan tepat kepada pelangggan.

3) Empathy
Empati yaitu memberikan rasa perhatian yang tulus kepada
pelanggan.

4) Reliability
Kehandalan yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

5) Assurance
Jaminan yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian agar

pelanggan memiliki kepercayaan terhadap pemberi layanan.*®

6 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2009), 25.
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Sedangkan prinsip pelayanan yang tercantum dalam keputusan

MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 bahwa penyelenggaran pelayanan

publik harus memenuhi beberapa prinsip antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Kesederhanaan yaitu alur pelayanan tidak berbelit-belit dan
mudah dipahami oleh masyarakat.

Kejelasan vyaitu terdapat kejelasan biaya, petugas dan
persyaratan teknis dan administrasi pelayanan public.

Kepastian waktu yaitu proses pelayanan publik dapat dipenuhi
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Akurasi yaitu produk pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat bersifat benar.

Keamanan vyaitu proses pelayanan yang diterima oleh
masyarakat dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
Tanggung jawab yaitu petugas dapat melayani dengan penuh
tanggung jawab.

Kelengkapan sarana dan prasarana Yyaitu terpenuhinya
kebutuhan fisik yang berhubungan dengan kebutuhan pelayanan.
Kemudahan akses yaitu cara memperoleh pelayanan dapat
dilakukan dengan mudah.

Kedisiplinan yaitu petugas pelayanan harus memenuhi peraturan
yang berlaku.

Kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertata rapi dan
memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang sedang

menggunakan pelayanan tersebut.*’

* Daryanto dan Setyobudi, Konsumen, 143-145.
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Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk
dikembangkan dan ditingkatkan karena berkualitasnya pelayanann
yang diberikan merupakan indikasi berkualitasnya sebuah lembaga
tersebut.

Faktor yang mempengaruhi pelayanan publik

Kebutuhan dan keinginan setiap masyarakat dalam
menggunakan pelayanan pasti berbeda-beda, oleh karena itu terdapat
beberapa penilaian yang bervariasi dari yang baik hingga yang buruk
sekalipun. Hal tersebut terjadi karena ada faktor yang
mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
buruknya kualitas pelayanan antara lain:

1) Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan
Salah satu karakternya adalah jasa yang diproduksi dan
dikonsumsi dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga
kesalahan kecil yang terjadi akan berdampak negatif terhadap
proses pemberian layanan kepada pelanggan.

2) - Intensitas tenaga kerja yang tinggi
Terlibatnya beberapa tenaga kerja dapat membuat pelayanan
menjadi bervariasi dan berubah-ubah.

3) Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai
Pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat umum harus
diberikan jaminan bahwa pelayanan tersebut sudah benar dan
tepat. Hal tersebut bisa didapatkan melalui penilaian dari teman

yang berada dalam satu lembaga.
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4) Kesenjangan — kesenjangan komunikasi
Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam
memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Semakin
konsistennya komunikasi yang diberikan dalam pelayanan maka
akan berdampak positif terhadap masyarakat. Namun apabila
terjadi kesenjangan maka akan menimbulkan penilaian yang
negatif terhadap pelayanan yang diberikan.

5) Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka tidak
boleh memilih dan memilah. Semuanya harus dilayani sesuai
dengan prosedur yang berlaku.

6) Visi bisnis jangka pendek
Konsep pemberian layanan tidak hanya dilakukan dalam waktu
tertentu melainkan diterapkan disetiap waktu agar dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat.*®

Sedangkan faktor yang mendukung pelayanan publik antara
lain yaitu:

1) Faktor kesadaran para petugas yang memiliki tanggung jawab
dalam proses pemberian layanan kepada publik.

2) Faktor aturan yang menjadi landasan kerja petugas.

3) Faktor organisasi yang merupakan lembaga yang menjalankan

sistem pelayanan.

8 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Service Quality & Satisfaction Edisi 4
(‘Yogyakarta: Andi, 2016), 179-181.
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4) Faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup.

5) Faktor kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas
pelayanan.

6) Faktor sarana pelayanan yang mendukung proses pemberian

layanan.*

9 H.A.S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),
88.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada dua macam jenis penelitian
yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini penulis
mengambil penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut
juga penelitian hkum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini seringkali
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma
yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.®
Penelitian hukum normatif diilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder belaka. Penelitian ini (hukum normatif) terdiri dari
penelitian terhadap asas-asas hukum. Sistematika hukum, taraf sinkronisasi
hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini,
penulis akan memfokuskan pada asas-asas hukum.

Penelitian hukum normatif akan lebih akurat bila dibantu oleh
pendekatan yang cocok untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan
hukum yang tepat untuk menghadapi problema-problema hukum yang
dihadapi, maka pendekatan konsep (Conseptual Aproach) lebih tepat
digunakan dalam penelitian ini karena merujuk pada konsep peran

kepemimpinan perempuan, prinsip good governace, dan media massa.

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), 118.
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B. Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum normatif, untuk memecahkan masalah atau isu
hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber
bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.>*
Sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Al-Qur’an
b. Hadits
c. Media Massa (Online, Cetak dan Elektronik)
d. Prinsip Good Governance
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena
buku teks berisi tentang dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para
sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Selain itu bahan hukum
sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal hukum.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah
penelitian. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah apabila peneliti
menggunakan pendeketan konseptual, yang harus dikumpulkan terlebih
dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan

perundang-undangan untuk isu hukum yang akan dipecahkan akan tetapi

%! Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 12-13.
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yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (treatises), karena
didalam buku-buku hukum tersebut banyak terkandung konsep-konsep
hukum.>

Untuk memperoleh sumber data yang tepat dalam penelitian ini,
menggunakan cara pengumpulan data pustaka dari media online, elektronik
dan cetak yang berkaitan dengan tokoh yang diangkat, kemudian mengkaji
dan memahami pandangan media yang disesuaikan dengan prinsip good
governance, serta hal-hal lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan
pokok dalam penelitian ini, sehingga suatu saat nanti dapat digunakan sebagai
pembanding antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

D. Teknik Anlisis Data

Analisis dan pengolahan data tergantung pada jenis bahan datanya, bagi
penelitian hukum normatif yang mengenal pada bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder maka dalam mengolah dan menganalisis bahan
hukum tidak dapat melepaskan dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu
hukum.>®

Selain itu, dalam menganalisa penulis juga menggunakan metode
induksi. Kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis kemudian
dirumuskan secara umum (generalisasi). Pada konteks tersebut, penelitian ini
tentang prinsip good governance pada pemerintahan Jawa Timur. Jadi, dalam
penelitian ini pembahasan akan dilakukan dengan langkah: pertama,

pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan gagasan tentang prinsip

%2 Sperjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 196.
% Aminudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali
Press, 2013), 166.
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o1

good governance yang menjadi objek primer penelitian dan pandangan yang

lain sebagai bahan sekunder. Kedua, akan dilakukan analisis, dengan tujuan

agar memperoleh pemahaman lebih jauh penjelasan tentang penerapan

prinsip good governance berdasarkan pandangan media online, cetak dan

elektronik.

Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah serangkaian proses yang dilakukan

dalam penelitian ini

1.

Pra Research, hal-hal yang dilakukan sebelum penelitian, konsultasi
dengan dosen pembimbing, mengenai sumber data dengan ketepatan
judul, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan
pemikiran tokoh yang diangkat. Baik referensi tersebut karya dari tokoh
itu sendiri maupun karya orang lain, yang berhubungan dengan
pemikiran tokoh yang diangkat.

Pelaksanaan Penelitian, peneliti menelisik referensi yang telah
dikumpulkan dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul
penelitian dari pemikiran tokoh-tokoh yang diangkat. Kemudian mencari
bahan dukungan dari referensi lain, misalnya internet atau yang lainnya.
Pasca Research, penyusunan atau pembuatan laporan hasil penelitian
yang selanjutnya harus mendapat tanda tangan dosen lalu dilanjutkan
dengan simulasi proposal didepan kelas dan diakhiri dengan pelaporan

hasil penelitian dalam bentuk persidangan skripsi.



BAB IV

PEMBAHASAN

Setelah data-data dari media cetak, online dan elektronik yang dijadikan
sumber utama telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data.
Adapun analisis data tersebut sesuai dengan pokok pembahasan yang sudah
ditetapkan sebagaimana berikut ini:

A. Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik menurut
pandangan media pada pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-
2024

Pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan
yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan warganya sehingga
seluruh lembaga dan aparat di bawahnya mampu mengambil keputusan,
memecahkan masalah pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara
efektif dan efisien. Untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien maka
diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada.

Prinsip-prinsip  yang ada di dalam Good governance yaitu adanya
partisipasi, - kepastian . hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan,
berorientasi pada kesepakatan, akuntabilitas, visi strategi, efektifitas dan
efisiensi. Pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 prinsip
Good governance juga diterapkan guna memperbaiki beberapa aspek yang
ada di dalamnya. Salah satu aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini

adalah pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui prinsip
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good governance telah diterapkan atau tidak. Maka peneliti menggunakan
pandangan media sebagai informasi.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.>*

Pelayanan publik memiliki tugas memberikan pelayanan yang terbaik
agar dapat menunjang kebutuhan masyarakat dalam proses administrasi.
Sebuah pelayanan yang dimiliki oleh lembaga tertentu akan menjadi
gambaran dari kualitas lembaga tersebut. Apabila pelayanan yang diberikan
menurut konsumen baik maka pelayanan dari lembaga tersebut dapat
dikatakan baik. Tapi sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan menurut
konsumen buruk maka pelayanan dari lembaga tersebut akan dikatakan
buruk.

Jaringan inovasi pelayanan publik Jawa Timur (JIPPJATIM) di inisiasi
olen pemerintah Jawa Timur melalui biro organisasi bersama program
tranformasi yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellshaft = Fuer
International Zusammenarbeit (GlZ) Gmbh. Transformasi tersebut
merupakan program kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah
Jerman. Selain biro organisasi dan tranformasi, pembentukan JIPPJATIM

juga melibatkan perguruan tinggi, media massa, organisasi masyarakat sipil

> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
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dan mitra pembangunan lainnya. Dibentuk sebagai sarana penyebarluasan dan
pembelajaran inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh pemerintah
Provinsi dan Kabupaten — Kota di Jawa Timur. Dari situs JIPPJATIM para
penyedia pelayanan publik di Jawa Timur dapat saling belajar dan bertukar
informasi tentang praktik dan program inovatif yang telah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Praktik dan program inovatif tersebut tersebar
di unit pelayanan publik di bawah pemerintah Provinsi maupun Kabupaten —
Kota.

Inovasi pelayanan publik tumbuh subur di Jawa Timur, baik di tingkat
Provinsi maupun Kabupaten — Kota. Hal itu dapat dilihat dari dominasi Jawa
Timur pada acara-acara kompetisi inovasi maupun berbagai dokumentasi
inovasi pelayanan publik yang disusun oleh beberapa lembaga. Dalam
kompetisi inovasi pelayanan publik (SINOVIK) yang dilaksanakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi
(KemenPANRB) tiga tahun terakhir, misalnya inovasi-inovasi dari Jawa
Timur selalu mendominasi daftar top 99 inovasi pelayanan publik terbaik.
Para pelayan publik dan masyarakat umum dapat berinteraksi langsung
dengan orang-orang yang berada di balik inovasi yang ditampilkan. Sebab,
pada setiap inovasi yang diunggah sudah dilengkapi dengan contact person
melalui telepon maupun email.*®
Pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang penting dalam

penerapan prinsip good governance, karena berhasilnya suatu program dilihat

% Biro Organisasi Jawa Timur, “Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur
KOVABLIK JATIM 20217, diakses pada 13 Agustus 2021, https://youtu.be/ndsh8M-ws74.
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dari tercapainya prinsip good governance tersebut. Dari pemaparan diatas
pelayanan publik di Jawa Timur memiliki inovasi, jika dikaitkan dengan
prinsip good governance maka pelayanan publik ini masuk dalam wawasan
kedepan (visionary) dimana semua kegiatan pelayanan publik di berbagai
bidang seharusnya didasarkan visi misi yang jelas dan disertai dengan strategi
pelaksanaan yang tepat sasaran. Dengan adanya JIPPJATIM pemerintah
Provinsi Jawa Timur menyediakan wadah untuk mempermudah masyarakat
dalam menyampaikan keluh kesahnya. Maka program tersebut dapat
mempermudah komunikasi antar pelayan publik dengan masyarakat.

Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur (JIPPJATIM) bukan
hanya sebagai alat untuk penyampaian keluh kesah masyarakat saja akan
tetapi juga sebagai alat agar masyarakat mengetahui tentang semua informasi
dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dengan ini diharapkan adanya
keterbukaan dan transparansi antara pemerintah dengan masyarakat. Jika ada
keterbukaan dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat maka akan
mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Karena partisipasi masyarakat
merujuk pada Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan
yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan
sehari-hari  masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu yang
menghadapi berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi
dan kondisi. Oleh sebab itu aparatur pemerintahan harus cepat tanggap
dengan mengambil keputusan melalui pelayanan publik untuk mengatasi

permasalahan di masyarakat dan mengakomodasi aspirasi masyarakat
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sekaligus menindaklanjuti dalam bentuk peraturan atau kebijakan, kegiatan,
proyek atau program.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh
anggota Korps pegawai negeri (Korpri) sigap dan tanggap dalam merespon
perubahan global. Dalam suasana pandemi ini anggota Korpri tidak boleh
lengah. Inovasi adalah ruhnya birokrasi. Anggota Korpri harus menjadi motor
penggerak birokrasi yang inovatif. Gubernur Khofifah juga mengapresiasi
kerja seluruh ASN di Jawa Timur yang dinilai sudah cukup baik dan inovatif
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu indikatornya
adalah sejumlah perhargaan yang berhasil diboyong Pemprov Jawa Timur
dalam hal pelayanan publik. Penghargaan Top 15 pengelolaan pengaduan
pelayanan publik 2020 kategori pengelolaan aspek dengan keberlanjutan
inisiatif terbaik. Selain itu penghargaan Top 45 inovasi pelayanan publik
2020 untuk klinik BUMdes dan masih banyak lagi.

Pelayanan publik di Jawa Timur sudah sangat smart, profesional dan
mudah diakses masyarakat. Contohnya pembuatan kartu keluarga, e-KTP,
pembuatan akte kelahiran, pembayaran pajak kendaraan serta administrasi
lain. Semua bisa didapatkan tanpa harus bertatap muka di kantor pelayanan
publik melainkan bisa melalui anjungan Dukcapil Mandiri. Lompatan inovasi
ini mengisyaratkan bahwa seluruh anggota Korpri haruus fasih dalam
menggunakan peralatan pelayanan secara digital, harus  mahir

mengoperasikan sistem dan berbagai aplikasi pelayanan berbasis internet.
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Selain itu Gubernur Khofifah juga berharap Korpri mampu menjadi agen
perubahan serta perekat nilai patriotisme di masyarakat.*®

Dari beberapa program pelayanan publik di atas sudah memenuhi
prinsip transparansi, dengan adanya hasil laporan pelayanan informasi publik
yang di upload di website resmi pemerintah provinsi Jawa Timur ini
membuktikan adanya transparansi yang berupa anggaran maupun seluruh
kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang
dilakukan ialah:

1. Sosialisasi aplikasi Sistem Keterbukaan Publik Online (SIKIPO) ke OPD
dan Kabupaten/Kota.

2. Melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

3.  Membuka Klinik PPID atau ruang konsultasi PPID.

4. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) uji konsekuensi bagi PPID
pembantu/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
PPID Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

5. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (FK PPID) Provinsi Jawa Timur.

6. Rencana Rakor SP4AN-LAPOR! bagi Kabupaten/Kota dan perangkat
daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

7. Monitoring dan evaluasi SP4AN-LAPOR! bagi Kabupeten/Kota dan

perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

*® Bhirawa, “Menjaga Kinerja Korpri di Era Disrupsi”, Jember, Agustus 14 2021, 1-11.
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8. Monitoring dan evaluasi PPID bagi Kabupeten/Kota dan perangkat
daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
9. Kegiatan SP4AN-LAPOR! Goes To Campus.

Dari kegiatan-kegiatan di atas Kkita sebagai masyarakat Jawa Timur
dapat melihat kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan sangat jelas.
Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dapat diketahui melalui beberapa media
yang ada seperti website, majalah digital dan brosur, media elektronik atau
televisi serta media sosial lainnya sebagaimana terlampir.>’

Penerapan prinsip good governance pada Pemerintah Provinsi Jawa
Timur periode 2019-2024 telah terpenuhi. Adapun prinsip yang dimaksud
adalah prinsip partisipasi masyarakat, visionary dan responsive. Hal tersebut
dapat dilihat dari kunjungan yang diterima oleh wakil Gubernur Emil
Elestianto Dardak dan jajaran Inspektorat Pemprov Jawa Timur dengan Ketua
Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih dalam rangka
koordinasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur.
Sebagaimana Ketua Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan bahwa
“jumlah laporan pengaduan publik yang masuk melalui Ombudsman
perwakilan Jawa Timur berjumlah 408 laporan pada tahun 2021 dan 160
laporan Triwulan I 2021”. Mokh. Najih menambahkan “jika dibandingkan
dengan provinsi lain laporan pengaduan pelayanan publik di Jawa Timur
terhitung tinggi. Namun ia berpendapat bahwa tingginya laporan di Jawa

Timur bukan berarti kualitas pelayanan di Jawa Timur rendah tetapi respon

%" Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, “Laporan Pelayanan Informasi
Publik Tahun 20207, Jatimprov, diakses 21 Oktober 2021, https://jatimprov.go.id
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publik terhadap kualitas pelayanan menjadi semakin lebih baik”. Mokh. Najih
meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengajak masyarakat
agar tidak ragu dalam menuntut pelayanan publik yang lebih baik. Dengan
hal tersebut pemerintah Jawa Timur melalui Emil Dardak berupaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dengan bereksplorasi dalam penggunaan
teknologi melalui SP4AN Lapor dan OSS (Online Single Submission).
Harapannya agar pelayanan publik lebih tepat sasaran dan efektif.>®
B. Faktor yang menghambat penerapan prinsip good governance dalam
pelayanan publik menurut pandangan media pada pemerintah Provinsi
Jawa Timur Periode 2019-2024
Dalam mengelola suatu lembaga pasti menemukan adanya hambatan
atau kendala, baik secara ringan maupun berat. Hal tersebut juga terjadi pada
program pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa
Timur Periode 2019-2024. Adapun kendala atau penghambat dalam proses
penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik menurut
pandangan media antara lain:
1. Kurangnya sumber daya manusia
Dalam proses menerapkan inovasi pelayanan publik pemerintah
Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 mengalami kekurangan sumber
daya manusia. Hal tersebut dapat diketahui karena pemerintah Provinsi

Jawa Timur tidak dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada

% Humas Ombudsman Republik Indonesia, “Koordinasi Kualitas Pelayanan Publik Jawa
Timur, Ombudsman RI Kunjungi Wakil Gubernur”, Ombudsman, diakses 22 Oktober 2021,
https://ombudsman.go.id/news/r/koordinasi/kualitas-pelayanan-publik-jawa-timur-ombudsman-ri-
kunjungi-ri-wakil-qubernur
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seluruh masyarakatnya. Dan Ombudsman Republik Indonesia juga
menambahkan bahwa penyelenggaran pelayanan publik belum
menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur dengan bukti
pengaduan hanya 400-an dari 39 juta jiwa penduduk Provinsi Jawa
Timur.>
2. Kurangnya kesadaran perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan administrasi menjadi
sumber penghambat dalam tugas dan fungsi sebagai penyedia layanan
masyarakat. Sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak dapat
memenuhi SOP dan SP, hal ini terlihat dari adanya evaluasi dan
pembinaan secara bertahap. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan
anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu memaparkan
bahwa masih ada tiga Kabupaten di Jawa Timur yang sangat tinggi
mendapatkan laporan dari masyarakat terkait masalah perizinan. Tiga
Kabupaten tersebut yakni Jember, Bojonegoro dan Madiun. Dimana tiga
Kabupaten tersebut pelayanan perizinannya belum satu pintu dan
pelayanan perizinan tersebut masih rumit. Informasi ini dikoordinasikan
kepada ibu Gubernur supaya melakukan pembinaan kepada Kabupaten/
Kota yang masih belum memberikan respon cepat terhadap
pembangunan. Ninik menambahkan pelayanan publik adalah pelayanan

pemerintah kepada masyarakat yang diberikan kepada semua bidang.

% Humas Ombudsman Republik Indonesia, “Ombudsman Jatim Akui Pengaduan Pelayanan
Publik Masih Tinggi”, Ombudsman, diakses 22 Oktober 2021,
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-jatim-akui-pengaduan-pelayanan-
publik-masih-tinggi



https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-jatim-akui-pengaduan-pelayanan-publik-masih-tinggi
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-jatim-akui-pengaduan-pelayanan-publik-masih-tinggi

61

Urusan orang sakit sampai meninggalpun adalah bagian dari pelayanan
publik yang diberikan pemerintah. Pelayanan publik merupakan wajah
Kinerja pemerintah, baik buruknnya citra pemerintah ditentukan dari
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Anggota ombudsman
meminta kepada masyarakat agar ikut mengawasi kinerja pemerintah dan
menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan pelayanan
publik yang tidak memuaskan dengan tujuan agar kinerja pemerintah
terus menerus stabil dan bagus.®
Faktor aturan

Peraturan menjadi faktor yang sangat penting dalam pelayanan
publik. Jika pemerintah telah melakukan aturan yang telah ditentukan
maka sebuah aturan tidak akan menjadi faktor penghambat dalam proses
pelayanan publik. Akan tetapi di Provinsi Jawa Timur masih belum
memiliki peraturan yang jelas seperti yang terjadi pada pemberlakuan
pembatasan sementara. Pemberlakuan pembatasan sementara itu meliputi
kegiatan meliburkan kegiatan sekolah, menutup pusat keramaian
termasuk destinasi wisata dan pusat pemberlanjaan. Hal tersebut

dilakukan berdasarkan arahan dari presiden Joko Widodo.®*

60 Liputan 6, “Ada 3 Kabupaten di Jatim yang Izinnya Sulit” diakses pada 22 Oktober 2021,
https://www.google.com/amp/s/m/liputan6.com/amp/4118473/ada-3-kabupaten-di-jatim-yang-

izinnya-sulit
® Liputan 6, “Pemprov Jatim Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan” diakses pada 22

Oktober

2021, https://www.liputan6.com/surabaya/read/4204656/pemprov-jatim-pastikan-

pelayanan-publik-tetap-berjalan
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Faktor sarana pelayanan

Sarana pelayanan menjadi hal yang sangat penting dalam
meningkatkan kualitas layanan suatu lembaga. Dengan terpenuhinya
sarana atau fasilitas di ruang pelayanan akan memberikan kemudahan
kepada petugas dalam memenuhi keinginan masyarakat. Akan tetapi
sarana yang ada di perangkat daerah Jawa Timur guna meningkatkan
kualitas pelayanan masih kurang optimal seperti meja kerja, kursi kerja
dalam kenyamanan pemerintah pada saat bekerja, fasilitas internet sering

trouble di ruang tunggu dan komputer yang kurang memadai.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik menurut
pandangan media pada pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-
2024 telah terpenuhi. Adapun prinsip yang dimaksud adalah prinsip
partisipasi masyarakat, visionary dan responsive. Hal tersebut dapat
dilihat dari kunjungan yang diterima oleh wakil Gubernur Emil
Elestianto Dardak dan jajaran Inspektorat Pemprov Jawa Timur dengan
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih dalam rangka
koordinasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur.
Dan pelayanan publik ini juga telah memenuhi prinsip transparansi,
dengan adanya hasil laporan pelayanan informasi publik yang di upload
di website resmi pemerintah provinsi Jawa Timur.

2. [Faktor yang. menghambat penerapan prinsip.good governance dalam
pelayanan publik menurut pandangan media pada pemerintah Provinsi
Jawa Timur periode 2019-2024 antara lain: faktor sumber daya manusia,
faktor kesadaran perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, faktor aturan

dan faktor sarana pelayanan.
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B. Saran

Berdasarkan data-data hasil penelitian, saran-saran yang dapat

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 harus mengevaluasi
terhadap petugas pelayanan publik, melakukan pengecekan terhadap
ketersediaan sumber daya manusia di setiap program pelayanan publik,
berinovasi dengan ide-ide kreatifitas dalam mengatasi kendala yang
dihadapi ketika mendapatkan hambatan pada proses pelayanan publik,
dan melakukan pengadaan fasilitas sebagai penunjang dan pendorong
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat Jawa Timur harus berani mengevaluasi pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah dengan memberikan pengaduan dan
masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau
program pemerintah sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan

masyarakat.
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Jember, 04 Juli 2022
Saya yang menyatakan

- iy

SIPULUM R RUPAN

Chiara Berlian Bara Suhendis
INIM. S20163024
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PRESTASI GUBERNUR JAWA TIMUR
DARI TAHUN 2019-2024

Peringkat Pertama Pembina K3 Terbaik Nasional Tahun 2019

Peringkat Pertama Pembina K3 Terbaik Nasional Tahun 2020

Peringkat Pertama Pembina K3 Terbaik Nasional Tahun 2021

Peringkat Pertama Pembina K3 Terbaik Nasional Tahun 2022

Penghargaan Wanita Satu Digit diberikan kepada Gubernur Jawa Timur
karena dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia hingga di
bawah 10 persen melalui sejumlah programnya. Penghargaan diberikan oleh
Badan Musyawarah Antar-Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia
(Bamag LKKI) di Kota Batu pada 6 Maret 2019.

Anugerah PWI Jatim Award. Khofifah memperoleh penghargaan sebagai
tokoh nasional yang berjasa dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Ketua PWI Pusat di Gedung Negara
Grahadi Surabaya pada 27 Maret 2019.

Penghargaan terbaik atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LKPPD) Tingkat Nasional Tahun 2017. Penghargaan terhadap
Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) dari
Mendagri diserahkan di Banyuwangi pada 25 April 2019.

Government Award 2019 Kategori Managemen Ketenagakerjaan dari
Sindoweekly. Kategori Managemet Ketenagakerjaan 2019. Diserahkan oleh
Menteri PDT di Hotel Borobudur, Jakarta pada 30 April 2019.(Diwakili oleh
Asisten 11).

Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Terbaik Kedua.
Penghargaan bidang pembangunan daerah yang diselenggarakan 2019
diserahkan oleh Presiden RI di Hotel Shangri-La Jakarta pada 9 Mei 2019.
Penghargaan Provinsi Terbaik Tim Terpadu (Timdu) Tingkat Nasional
Bidang Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019. Diserahkan oleh Menko
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Wiranto, SH di Hotel Grand
Paragon, JI. Gajah Mada No. 126, Jakarta Barat pada 16 Mei 2019.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun
Anggaran 2018-2019. Diserahkan oleh Anggota V BPK RI Isma Yatun di
Gedung DPRD Jatim pada 21 Mei 2019.

Penghargaan Rekor. MURI Mudik Gratis Terbanyak. Rekor Muri Mudik
Gratis dengan total jumlah penumpang kurang lebih 270 ribu orang yang
menggunakan berbagai moda transportasi. Penghargaan diserahkan oleh
Eksekutif Manager MURI, Sri Widayati di Frontage Road Depan Kantor
Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Jalan A. Yani Surabaya pada 1 Juni 2019.
Penggiat Anti Narkoba 2019 Provinsi Jawa Timur. Penghargaan dari BNN
Provinsi Jatim atas peran sertanya dalam Program Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Diserahkan oleh Kepala BNN Provinsi Jatim Brigjen Pol. Drs. Bambang
Priyambadha, SH, M.Hum di Taman Bungkul Surabaya pada 7 Juli 2019.
Penghargaan Tokoh Masyarakat Peduli Lanjut Usia. Penghargaan yang
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diberikan kepada Gubernur Jatim memiliki kepedulian terhadap lanjut usia.
Diserahkan olen Menteri Sosial Rl Agus Gumiwang Kartasasmita di
Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Bandung pada 10 Juli 2019.

Pin Emas dari Kapolri. Yakni penghargaan dari Kapolri kepada Gubernur
Jatim karena menjadi inisiator dalam pembentukan, peresmian hingga
beroperasionalnya SMA Negeri 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur di
Kabupaten Banyuwangi. Diserahkan oleh Kapolda Jatim atas nama Kapolri di
Lapangan Makodam V/Brawijaya Surabaya pada 10 Juli 2019.
Penganugerahan Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.
Empat inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemprov Jatim berhasil
lolos sebagai peserta United Nations of Public Service Awards (UNPSA)
Tahun 2019. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafruddin di Hotel Gumaya
Tower Semarang, Jawa Tengah pada 18 Juli 2019.

Gubernur Penggerak Provinsi Layak Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak. Diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise di Makassar, Sulawesi
Selatan pada 23 Juli 2019.

Penghargaan Indonesias Attractiveness Award 2019 Kategori AlA 2019 Gold
Provinsi Besar Terbaik Sektor Infrastruktur, Kategori AIA 2019 Platinum
sebagai Provinsi Besar Sektor Pariwisata dan Pelayanan Publik. Diserahkan
oleh Direktur Tempo, Torig Hadad di Hotel Pullman Jakarta pada 23 Juli
2019.

Anugerah BAPETEN 2019. Merayakan penghargaan dari BAPETEN bagi
pemerintah daerah tingkat provinsi. Diserahkan oleh Kepala BAPETEN di
Hotel Bidakara Jakarta pada 24 Juli 2019.

Peringkat Il Provinsi dengan Tingkat Perekonomian Terbaik - Anugerah
Kepala Daerah & BUMD Terbaik 2019. Penghargaan kategori provinsi
PDRB Rp 1.000 Triliun ke atas. Diserahkan oleh Editor in Chief The Asian
Post Eko B. Supriyanto di Hotel Shangri-La Jakarta pada 26 Juli 2019.
Peringkat 1l Provinsi Terbaik (Overall) - Anugerah Kepala Daerah & BUMD
Terbaik 2019. Penghargaan kategori provinsi PDRB Rp 1.000 Triliun ke atas.
Diserahkan oleh Editor in Chief The Asian Post Eko B. Supriyanto di Hotel
Shangri-La Jakarta pada 26 Juli 2019.

Peringkat Il Provinsi dengan Tingkat Pertumbuhan Fiskal Terbaik Anugerah
Kepala Daerah & BUMD Terbaik 2019. Penghargaan kategori provinsi
PDRB Rp 1.000 triliun ke atas. Penghargaan diserahkan oleh Editor in Chief
The Asian Post Eko B. Supriyanto di Hotel Shangri-La Jakarta pada 26 Juli
2019.

Peringkat Il dengan Tingkat Daya Saing Tertinggi Anugerah Kepala Daerah
& BUMD Terbaik 2019.Penghargaan kategori provinsi PDRB Rp 1.000
Triliun ke atas. Diserahkan oleh Editor in Chief The Asian Post Eko B.
Supriyanto di Hotel Shangri-La Jakarta pada 26 Juli 2019.

Peringkat 1l Provinsi dengan Kondisi Keuangan Terbaik Anugerah Kepala
Daerah & BUMD Terbaik 2019. Penghargaan kategori provinsi PDRB Rp
1.000 Triliun ke atas. Diserahkan oleh Editor in Chief The Asian Post Eko B.



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Supriyanto di Hotel Shangri-La Jakarta pada 26 Juli 2019.

Top Eksekutif Muslimah 2019 Bidang Pemerintahan. Penghargaan kepada
Gubernur Jatim sebagai Muslimah yag berprestasi dan berkontribusi kepada
Bangsa/Masyarakat/ Organisasi/Institusi, dan menginspirasi muslim lainnya.
Diserahkan oleh Ketua Umum IPEMI Inggrid Kansil di Jakarta pada 29 Juli
20109.

Pengelola Keserasian Sosial Terbaik Provinsi Tingkat Nasional. Penghargaan
terhadap provinsi yang berhasil mengelola keserasian sosial. Diserahkan oleh
Menteri Sosial RI di Jakarta.

Penghargaan Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional Terbaik Il Tingkat
Provinsi. Diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI di Swiss Bell Hotel
Mangga Dua Jakarta pada 10 September 2019.

Wahana Tata Nugraha Wiratama. Penghargaan dari  Kementerian
Perhubungan RI karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dianggap mampu
membangun dan menata transportasi publik dengan baik pada aspek
administrasi, teknis, dan operasional. Diserahkan oleh Menteri Perhubungan
RI di JCC Jakarta pada 15 September 2019.

BKN Award 2019. Penghargaan untuk kategori Perencanaan Kebutuhan,
Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Tingkat Provinsi.
Diserahkan oleh Kepala BKN di Hotel Marriott Yogyakarta pada 25
September 2019.

Penghargaan dari Kemendagri sebagai Provinsi dengan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik di Tingkat Nasional. Penghargaan
untuk provinsi dengan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan
terbaik di tingkat nasional. Diserahkan oleh Kemendagri Rl di The Sunan
Hotel Solo pada 25 September 20109.

Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim Terbaik Nasional.
Penghargaan yang diberikan Gubernur Jatim dinilai telah meningkatkan
keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan
penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan
penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Diserahkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Manggala Wanabhakti
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta pada 4 Oktober 2019.
Penghargaan dengan Kategori Pelaporan Invetarisasi Gas Rumah Kaca
(GRK) Terbaik Tingkat Nasional. Penghargaan terhadap pelaporan
investarisasi gas rumah kaca terbaik tingkat nasional. Diserahkan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Manggala Wanabhakti
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta pada 4 Oktober 2019.
Trophy untuk tiga kabupaten/kota di Jatim berkategori Proklim Utama.
Thropy yang diserahkan pada tiga kabupaten/kota di Jatim berkategori
Proklim Utama yaitu Kabupaten Probolinggo di Desa Binor, Kota Blitar di
Kelurahan Tanjungsari, dan Kota Malang di RW 07 Tlogomas. Diserahkan
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Manggala
Wanabhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta pada 4
Oktober 2019.

Penghagaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan
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Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Penghargaan
berupa piagam tersebut diraih atas peroleh capaian standar tertinggi atau opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Diserahkan oleh Wakil Menteri
Keuangan RI di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 2 Oktober 2019.
Penghargaan Pembina Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus
Siwab) Tingkat Provinsi. Penghargaan sebagai Pembina Upsus Siwab
Tingkat Provinsi dengan Jumlah Aseptor Terbanyak se-Indonesia. Diserahkan
oleh Menteri Pertanian RI di Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya pada 10
Oktober 2019.

Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Tahun
2019. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi
dengan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Besar Terbaik Utama sebagai
Terbaik Kedua. Diserahkan olen Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta pada 14
Oktober 2019.

Penghargaan Sang Pemimpin Kategori Pelayanan Publik. Penghargaan yang
diberikan kepada kepala daerah dalam kategori pelayanan publik. Diserahkan
oleh CEO Okezone di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
pada 18 Oktober 2019.

Penghargaan Gubernur Peduli terhadap Pengembangan Madrasah Diniyah.
Penghargaan sebagai atas partisipasi terhadap program FKDT dan bantuan
kegiatan pada guru-guru diniyah dan madrasah diniyah. Diserahkan oleh
Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (DPP-FKDT)
di Bangka, Provinsi Bangka Belitung pada 24 Oktober 2019.

Tokoh Peduli Penyiaran Tahun 2019. Penghargaan yang diberikan kepada
Gubernur Jatim sebagai tokoh yang peduli terhadap penyiaran. Diserahkan
oleh KPID Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 30
Oktober 2019.

Provinsi Sistem Tata Kelola Keuangan Terintegrasi dengan Digital Signature
Secara Online dan Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota Secara
Elektronik. Penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Jatim atas
penggagas Provinsi yang menerapkan Sistem Tata Kelola Keuangan
Terintegrasi khususnya dalam Penerapan SPD dan SP2D dengan Digital
Signature Secara Online dan Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota
Secara Elektronik. Diserahkan oleh Kemendagri Rl di Jakarta pada 5
November 20109.

Alumni UNAIR Berprestasi Tahun 2019. Penghargaan yang diberikan kepada
Alumni Universitas Airlangga berprestasi. Diserahkan oleh Rektor UNAIR di
Kampus C Universitas Airlangga Surabaya pada 11 November 20109.
Anugerah Kihajar 2019. Anugerah Kihajar Kategori Madya Tingkat Provinsi
atas Inovasi TIK melalui Realisasi E-Administrasi. Diserahkan oleh
Kemendibud RI di Jakarta pada 14 November 2019.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. Penghargaan
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori Pemerintah
Provinsi sebagai Badan Publik Menuju Informasi dalam Implementasi UU
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diserahkan oleh
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Wapres RI di Istana Wapres Rl pada 21 November 2019.

Penghargaan Peduli Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Jawa Timur.
Penghargaan yang diberikan PGRI atas kepedulian terhadap peningkatan
mutu pendidikan di Jawa Timur. Diserahkan oleh Pengurus Besar PGRI di JX
International Surabaya pada 24 November 20109.

Provinsi Terbaik Program Inovasi Desa 2019. Penghargaan yang diberikan
kepada Provinsi Terbaik dalam Program Inovasi Desa 2019. Diserahkan oleh
Menko PMK di Hotel Merlyn Park Jakarta pada 25 November 2019.

Pemda Pembina Ormas Tingkat Provinsi. Penghargaan yang diberikan untuk
pemerintah daerah sebagai pembina organisiasi masyarakat (Ormas) tingkat
provinsi. Diserahkan oleh Mendagri RI di Hotel Kartika Candra Jakarta pada
25 November 2019.

Penghargaan Bakti Sepanjang Masa atas dedikasinya dalam Muslimat NU.
Diserahkan olen Mendagri RI di Hotel Kartika Candra Jakarta pada 25
November 20109.

Penghargaan Wujudkan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program
Keluarga Harapan (KPM) PKH. Penghargaan yang diberikan kepada
Pemprov Jatim atas kesuksesannya mewujudkan graduasi keluarga penerima
manfaat program keluarga harapan. Diserahkan oleh Mensos RI di Makassar
pada 27 November 2019.

Pembina Produktivitas Paramakarya 2019. Penghargaan yang diberikan atas
dukungan dan pembinaan Gubernur kepada perusahaan UKM asal Jatim yang
berhasil meningkatkan produktivitasnya. Diserahkan oleh Wapres RI di Istana
Wapres RI pada 28 November 2019.

Bandara Awards 2019 Best Airport 2019 First Winner UPBU Kelas IlI.
Penghargaan Bandara Awards yang diberikan kepada Bandara Abdurahman
Saleh Malang. Diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI di Hotel Borobudur
Jakarta pada 6 Desember 2019.

Bandara Awards 2019 UPBU Best Airport 2019. Penghargaan Bandara
Awards yang diberikan kepada Bandara Abdurahman Saleh Malang.
Diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI di Hotel Borobudur Jakarta pada 6
Desember 2019.

Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Publik (KemenPAN-RB). Yakni penghargaan dari KemenPAN-
RB yang diberikan kepada kepala daerah. Diserahkan oleh MenPAN-RB RI
di Hotel Bidakara Jakarta pada 10 Desember 2019.

Pengembangan Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan Bidang
Perkebunan. Penghargaan pengembangan hilirisasi dan kewirausahaan bidang
perkebunan dari Kementerian Pertanian RI. Diserahkan oleh Kementerian
Pertanian RI di Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Malang pada 10
Desember 2019.

Provinsi Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM. Penghargaan yang diberikan
kepada provinsi sebagai pembina kabupaten/kota peduli HAM. Diserahkan
oleh Menkopolhukam di Gedung Museum Konferensi Asia Afrika Bandung
pada 10 Desember 20109.

Juara | Tingkat Nasional Kategori Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah



56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Wilayah Dominan Inseminasi Buatan (IB). Penghargaan di bidang peternakan
tingkat nasional dalam ajang pemberian penghargaan kepada pemerintah
daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi dalam Pelaksanaan
UPSUS SIWAB Tahun 2019. Diserahkan oleh Kementerian Pertanian RI di
Kantor Kementerian Pertanian RI pada 11 Desember 2019.

Juara | Paramedik Veteriner Petugas Pemeriksaan Kebuntingan (PBK)
Tingkat Nasional. Penghargaan di bidang peternakan tingkat nasional dalam
ajang pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan Petugas Teknis
Reproduksi Berprestasi dalam Pelaksanaan UPSUS SIWAB Tahun 2019.
Diserahkan oleh Kementerian Pertanian RI di Kantor Kementerian Pertanian
RI pada 11 Desember 2019.

Juara Il Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan (IB) Tingkat Nasional
Kategori Petugas Inseminator. Penghargaan di bidang peternakan tingkat
nasional dalam ajang pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan
Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi dalam Pelaksanaan UPSUS SIWAB
Tahun 2019. Diserahkan oleh Kementerian Pertanian Rl di Kantor
Kementerian Pertanian RI pada 11 Desember 2019.

Tokoh Perempuan Jawa Timur 2019. Penghargaan yang diberikan TIMES
Indonesia untuk Gubernur Jatim sebagai tokoh perempuan Jatim. Diserahkan
oleh CEO TIMES Indonesia Khoirul Anwar di Jakarta pada 2 Januari 2020.
Penghargaan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 dari BPKP terhadap
pemerintah provinsi yang mencapai Maturitas SPIP Level 3 2020.
Penghargaan Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 yaitu Penghargaan dari
BPKP terhadap pemerintah provinsi yang mencapai Kapabilitas APIP Level 3
pada 2020.

Penghargaan Predikat A SAKIP 2019. Penghargaan Predikat A bagi SAKIP
Pemprov Jatim 2020.

Penghargaan Partisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2019.
Penghargaan dari BNPB kepada Pemerintah Provinsi yang cepat, responsit
dan antisipatif terhadap penanggulangan bencana.

Anugerah 20 Elshinta News/Talk. Penghargaan sebagai Narasumber yang
memberikan kontribusi terbaik dalam pemberitaan Radio Elshinta 2020.
Provinsi Peringkat [l Sangat Baik Penghargaan Arsip Nasional RI.
Penghargaan dari Arsip Nasional Rl kepada Pemprov Jatim sebagai Peringkat
Il Sangat Baik pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Hasil
Pengawasan Tahun 2019. Penghargaan ini diterima pada 2020.

The Best in Political Communication. Penghargaan yang diberikan dalam
ajang Indonesia Visionary Leader dalam kategori The Best in Political
Communication 2020.

Gold Winner untuk Sub Kategori Aplikasi. Penghargaan yang diberikan atas
aplikasi Sistem Monitoring Media (SIMOMED) 2020.

Silver Winner untuk Sub Kategori Media Cetak. Penghargaan yang diberikan
berupa Silver Winner untuk Majalah Prasetya 2020.

Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik dalam pelaksanaan
Musrenbangnas 2020 Khusunya Bidang Pendidikan Vokasi dan SMK Mini di
Pesantren 2020.
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Penghargaan MURI Untuk Khotmil Quran Kubro Secara Daring Terbanyak.
Penghargaan yang diberikan MURI kepada Provinsi Jawa Timur atas
pelaksanaan Khotmil Quran Secara Daring Terbanyak 2020.

Penghargaan MURI Nuzulul Quran Secara Daring Pertama. Penghargaan
yang diberikan MURI kepada Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan Nuzulul
Quran yang pertama kali dilakukan secara daring 2020.

PWI Award 2020. Penghargaan dari PWI Jatim kepada Gubernur Jatim 2020.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun
Anggaran 2019. Penghargaan diterima pada tahun 2020.

Penghargaan Lomba Inovasi New Normal Life Sektor Pasar Modern Juara
I. Penghargaan yang diberikan Kemendagri atas pelaksanaan Lumbung
Pangan 2020.

Penghargaan Lomba Inovasi New Normal Life Sektor Tempat Wisata Juara
I1. Penghargaan yang diberikan Kemendagri atas pelaksanaan new normal life
pada tempat wisata di Jatim pada 2020.

Penghargaan Penanganan Covid-19 Melalui Pendekatan Sains dan Spiritual.
Yaitu Penghargaan dari Kemenag atas upayanya dalam penanganan Covid-19
melalui Pendekatan Sains dan Spiritual Berdasakan Rekomendasi dari Forum
Pimpinan PTKN.

TOP Pembina BUMD 2020. Penghargaan TOP Pembina BUMD 2020 pada
ajang TOP BUMD Awards 2020.

Prestasi Kinerja Tertinggi Pemerintaahan Daerah. Penghargaan yang
diberikan atas prestasi kinerja tertinggi atas EKPPD Tahun 2019 atas LPPD
Tahun 2018 dan diberikan pada tahun 2020.

Pembina K3 Terbaik 2020. Penghargaan Pembina K3 Terbaik Tahun dari
Menaker 2020.

Penghargaan RS Paling Berkomitmen JKN. RSUD dr Soetomo Surabaya
mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari BPJS Kesehatan sebagai
Rumah Sakit Paling Berkomitmen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Kategori Kelas A.

Bintang Mahaputera Utama. Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa diberikan
kepada para pejabat negara/mantan pejabat negara Kabinet Kerja 2014-2019
serta ahli waris dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur
dalam penanganan Covid-19.

Penghargaan Terminal Sehat Tingkat Nasional Dua terminal tipe B yang ada
di Provinsi Jawa Timur menyabet juara dalam Lomba Terminal Sehat
Tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
Indonesia Government Procurement Award 2020. Penghargaan yang
diberikan LKPP kategori Pusat Keunggulan Pengadaan.

Top 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik 2020 Kategori Pengelola
Aspek dengan Keberlanjutan Inisiatif Terbaik. Penghargaan ini dari
Kemenpan-RB atas pengelolaan pengaduan pelayanan public 2020.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020. Penghargaan dari Kemenpan-
RB untuk Klinik BUMDES sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Jatim 2020.
Gatra Awards 2020 Kategori Pejabat Publik: Sosok Inspiratif Penanganan,
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Pengendalian dan Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19 di Jatim.
Penghargaan dari Gatra Media Group kepada Gubernur Jatim atas
inspirasinya menangani, mengendalikan dampak Pandemi Covid-19 di Jatim
2020.

Anugerah KPI 2020. Penghargaan yang diberikan Komisi Penyiaran
Indonesia RI kepada Gubernur Jatim untuk kategori Pemerintah Daerah
Peduli Penyiaran 2020.

Penghargaan dalam ajang Obsession Award 2021 dengan kategori Best
Regional Leaders.

Penghargaan sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan
Prima (A) Tahun 2021.

Penghargaan sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik
(A-) pada tahun 2021.

Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2021 dari Kementerian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Rl (Kementerian
Desa PDTT).

Penghargaan peringkat 1 kategori Pemprov Berkinerja Terbaik Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran (TA) 2021 dari 34
provinsi di Indonesia.

Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan ketepatan waktu
dalam melaporkan SPM seluruh kabupaten dan Kota di wilayahnya pada TA
2021.

Penganugerahan Pin Emas dan Piagam Penghargaan dari Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo. Penghargaan ini diberikan oleh Kapolda Jatim, Irjen
Pol Nico Afinta atas nama Kapolri tepat di Hari Bhayangkara ke-76 tahun
2022.

Penghargaan Desa Mandiri di Jawa Timur Tertinggi di Indonesia diberikan
oleh Menteri PDTT di Tahun 2022.
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